
1. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan 

dapat mengelola dan mengawasi tindak lanjut pelaksanaan 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)utamanya terhadap penerimaan 

negara dari uang tebusan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)dan 

investasi atas repatriasi harta wajib pajak ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia agar digunakan untuk kemajuan dan 

pertumbuhan perekonomian Negara. 

2. Para wajib pajak Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)diharapkan 

menjadi lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakan dalam 

mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta 

perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan 

terintegrasi. 
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